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1. Latar Belakang

Sengketa wilayah maritim di Laut Cina Selatan adalah salah satu sumber
ketegangan regional dan global yang telah berlangsung cukup lama dan belum
menunjukkan arah penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak yang
berkepentingan. Terdapat tumpang tindih klaim wilayah teritorial laut antara Cina,
Taiwan, dan empat negara Asia Tenggara (Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei
Darussalam) di Laut Cina Selatan. Aktor paling dominan dalam sengketa wilayah
di Laut Cina Selatan adalah Republik Rakyat Cina (selanjutnya disingkat sebagai
Cina) yang menggunakan klaim historis yang tidak sejalan dengan hukum
internasional untuk mengklaim wilayah yang sangat luas di Laut Cina Selatan
yang dibatasi oleh garis-garis yang menghubungkan beberapa titik yang disebut
sebagai nine dash lines (sembilan garis putus-putus). Lihat lampiran 1 gambar 1.1.

Klaim wilayah Cina tersebut bersinggungan dengan wilayah teritorial dan
Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) beberapa negara kawasan sesuai hukum laut
internasional. Indonesia tidak memiliki klaim wilayah di Laut Cina Selatan, akan
tetapi klaim wilayah Cina yang terkenal dengan sebutan nine dash line beririsan
dengan wilayah yurisdiksi ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara. Untuk mendukung
klaim wilayah tersebut, Cina melaksanakan tindakan-tindakan yang bersifat
koersif. Perilaku strategis Cina yang lebih koersif pada saat ini didorong oleh
berbagai faktor, antara lain karakter kepemimpinan nasional, nasionalisme
domestik, kompetisi antara berbagai instansi, keinginan untuk mendapatkan
prestise dan status global, dilema keamanan, kepentingan ekonomi, maupun
adanya perluasan sasaran nasional yang ingin dicapai.

Tindakan koersif didefinisikan sebagai bentuk akomodasi yang prosesnya
dilaksanakan dengan menggunakan tekanan, sehingga salah satu pihak yang
berinteraksi berada dalam keadaan lemah dibandingkan dengan pihak lawan".
Dalam perspektif strategi, tindakan koersif diartikan sebagai tindakan-tindakan
yang dilakukan untuk mempengaruhi atau memaksa pihak lain untuk melakukan

hal-hal yang tidak diinginkannya, menghentikan tindakan yang sedang dilakukan,
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atau membalik tindakan yang telah dilakukan dengan menggunakan ancaman
kekerasan?. Woujud dari tindakan koersif Cina di Laut Cina Selatan antara lain
penggunaan kapal pemerintah non-militer untuk menganggu kegiatan kapal ikan
negara lain dan mengganggu kegiatan eskplorasi dan eksploitasi minyak dan gas
alam. Strategi Cina untuk melakukan tindakan koersif di Laut Cina Selatan telah
memicu beberapa insiden dengan negara-negara lain, termasuk Indonesia.

Tindakan Cina yang memilih untuk melakukan tindakan koersif guna
mendukung klaim wilayahnya di Laut Cina Selatan, termasuk di Laut Natuna
Utara, merupakan implementasi dari strategi wilayah abu-abu (grey zone) yang
digunakan Cina dalam upaya untuk mencapai kepentingan nasionalnya
dihadapkan dengan kekuatan besar lain di dunia, terutama Amerika Serikat.
Strategi wilayah abu-abu adalah penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai
tujuan tanpa menggunakan kekuatan secara terbuka yang dapat memicu perang
konvensional antar-negara®. Dengan kata lain, Cina menggunakan kekuatan
secara terbatas untuk memaksakan kehendaknya berupa klaim wilayah maritim,
akan tetapi berusaha untuk tidak melakukan tindakan militer yang akan memicu
pembalasan dan ekskalasi yang dapat mengawali konflik militer terbuka.

Tindakan koersif Cina di Laut Natuna Utara merupakan suatu ancaman
terhadap kepentingan nasional Indonesia. Secara ekonomi, ZEE Indonesia
merupakan potensi ekonomi yang sangat penting bagi kemajuan dan
kesejahteraan masyarakat dan merupakan hak berdaulat (sovereign rights)
Indonesia sebagai negara pantai sesuai dengan hukum internasional. Dari aspek
pertahanan dan keamanan, tindakan koersif Cina menimbulkan potensi konflik
dengan negara-negara pemilik klaim lainnya, yang akan memicu keterlibatan
kekuatan besar dari luar kawasan, terutama Amerika Serikat. Konflik militer
terbuka di wilayah yang sangat dekat dengan Indonesia akan membawa dampak
perluasan (spill over) yang berpengaruh secara langsung terhadap Indonesia.
Meskipun pada saat ini sengketa wilayah di Laut Cina Selatan masih belum
berkembang menjadi konflik terbuka, akan tetapi potensi eskalasi semakin tinggi
dengan terjadinya peningkatan frekuensi insiden antara negara-negara yang
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memiliki klaim. Begitu pula adanya peningkatan kehadiran kekuatan-kekuatan
militer negara-negara luar kawasan.

Untuk menghadapi potensi ancaman terhadap kepentingan nasional
Indonesia dari tindakan koersif Cina di Laut Natuna Utara, oleh sebab itu
diperlukan strategi yang koheren dan efektif. Meskipun bukan merupakan negara
yang memiliki klaim wilayah, Indonesia memiliki kepentingan nasional yang
berpotensi terancam oleh perilaku koersif Cina di Laut Natuna Utara, sehingga
dipandang perlu untuk mengambil tindakan yang didasari strategi yang efektif
untuk menangkal ancaman tersebut. Sebagai negara yang menjunjung tinggi
perdamaian dunia, Indonesia tidak akan mengambil tindakan yang bersifat agresif
dan berpotensi memicu konflik dengan negara lain. Akan tetapi, Indonesia juga
tidak dapat bersikap pasif dan hanya bereaksi terhadap tindakan-tindakan koersif
yang dilakukan Cina di Laut Natuna Utara. Respons Indonesia dalam menghadapi
tindakan Cina di Laut Natuna Utara membutuhkan strategi yang efektif untuk
menghentikan tindakan Cina, akan tetapi tidak memicu terjadi eskalasi dan
meningkatkan potensi konflik terbuka.

Sebagi instrumen kebijakan pemerintah, strategi Indonesia di Laut Cina
Selatan harus dirumuskan dengan baik. Terdapat berbagai pilihan strategi yang
bisa diambil, antara lain strategi bertindak mendahului (pre-emptive strike), serta
strategi penangkalan (deterrence strategy) yang diterapkan untuk meyakinkan
Cina untuk tidak menggunakan perilaku koersif di Laut Natuna Utara. Dari kedua
opsi tersebut, opsi penerapan strategi penangkalan dipandang lebih kompatibel
dengan kepentingan nasional Indonesia yang lebih mengutamakan stabilitas
nasional dan regional, ketimbang memicu eskalasi konflik dan ketegangan
antarnegara. Hal ini juga selaras dengan tujuan nasional Indonesia yang lebih
mengedepankan perdamaian. Strategi penangkalan yang efektif bagi Indonesia
dalam mempertahankan kepentingan nasional di Laut Natuna Utara perlu
dirumuskan dengan cermat. '

Pada dasarnya, penangkalan adalah suatu bentuk dari isyarat antarnegara,
yang mana dua negara atau lebih melakukan tawar-menawar (bargaining) saat
memiliki tujuan yang saling bertentangan. Sebagai bentuk komunikasi,
penangkalan berbeda dengan penggunaan kekuatan langsung, yang mana suatu
negara memaksa pihak lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan



kekuatan secara fisik untuk memaksa*. Berbeda dengan konflik fisik, yang mana
kekuatan digunakan untuk menghentikan lawan, penangkalan menggunakan
upaya-upaya untuk meyakinkan pihak lain agar tidak melakukan tindakan tertentu.
Dalam konteks penulisan Taskap ini, Indonesia membutuhkan suatu strategi
penangkalan yang akan secara efektif meyakinkan pemerintah Cina untuk tidak
melakukan tindakan koersif di Laut Natuna Utara. Dari latar belakang tersebut,
penulis akan menyusun Taskap dengan judul “Reformulasi Strategi
Penangkalan Indonesia dalam Menghadapi Tindakan Koersif Cina di Laut

Natuna Utara”.

2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas dapat disusun rumusan masalah, yaitu
“Bagaimana reformulasi strategi penangkalan Indonesia dalam menghadapi
tindakan koersif Cina di Laut Natuna Utara yang dapat secara efektif
melindungi kepentingan nasional?” Rumusan permasalahan ini meliputi
beberapa pertanyaan kajian/penelitian sebagai berikut:

a. Apa yang melatarbelakangi Cina untuk melakukan klaim wilayah dan
tindakan koersif di Laut Cina Selatan?

b. Apa saja bentuk tindakan koersif yang dilakukan Cina di Laut Cina
Selatan, terutama Laut Natuna Utara yang merupakan ZEE
Indonesia?

c. Bagaimana implikasi negatif tindakan koersif Cina di Laut Natuna
Utara terhadap kepentingan nasional Indonesia?

d.  Bagaimana Reformulasi strategi seperti apa yang harus dilakukan oleh
Indonesia untuk merespons tindakan koersif Cina di Laut Natuna

Utara?

3 Maksud dan Tujuan
a. Maksud
Penulisan Taskap ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran
secara mendetil dan komprehensif mengenai latar belakang Cina

melakukan politik ekspansionis di Laut Cina Selatan, pilihan tindakan
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koersif oleh Cina untuk mencapai kepentingan nasionalnya, implikasi
negatif dari tindakan koersif yang dilakukan terhadap kepentingan nasional
Indonesia, serta respons Indonesia terhadap tindakan koersif tersebut.
Lebih lanjut, akan dilakukan analisis dan pembahasan untuk merumuskan
rekomendasi berupa pilihan strategi dan kebijakan yang paling tepat yang
dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui kementerian dan

lembaga-lembaga negara terkait.

b. Tujuan

Penulisan Taskap ini bertujuan sebagai sumbang saran dan
kontribusi, secara praktis kepada para pemangku kepentingan dan
kebijakan terkait, serta secara akademis kepada para penulis dan peneliti
selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji isu konflik di Laut Cina Selatan,
terutama dalam kaitannya dengan pencapaian kepentingan nasional

Indonesia (kedaulatan wilayah).

Ruang Lingkup dan Sistematika
a. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan Taskap ini adalah pada formulasi strategi
penangkalan Indonesia untuk menghadapi tindakan koersif Cina di Laut
Natuna Utara. Untuk menganalisis variabel-variabel yang dikaji, akan
digunakan beberapa kerangka teoretis, seperti teori strategi wilayah abu-
abu (grey zone strategy theory), teori penangkalan (deterrence theory),
serta teori perumusan strategi (strategy formulation theory). Guna
mendukung kerangka-kerangka teoretis tersebut, digunakan beberapa
kerangka konseptual sebagai pendukung, seperti telaah terhadap konsep
strategi penangkalan, tindakan koersif, strategi wilayah abu-abu, konflik,

kepentingan nasional, serta kedaulatan.

b. Sistematika

Sistematika penulisan Taskap ini terdiri atas beberapa bab, yang
mana setiap bab tersebut memuat uraian hal-hal yang berkaitan dengan
tema penyusunan Taskap. Tata urut dan sistematika penulisan



menjelaskan isi masing-masing bab dan keterkaitan antara bab satu
dengan bab lainnya.
1) Bab | Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, perumusan
pokok masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup pembahasan dan
sistematika penulisan, metode dan pendekatan yang digunakan untuk
memecahkan masalah, serta beberapa pengertian untuk menyamakan
persepsi dalam memahami pembahasan.
2) Bab Il Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi pengantar yang menjelaskan bahwa pembahasan
permasalahan dapat memenuhi kaidah akademis, landasan pemikiran
sebagai instrumental input, terdiri dari peraturan perundang-undangan,
kerangka teoretis, data/fakta, serta lingkungan strategis yang
mempengaruhi (global, regional, dan nasional).
3) Bab Ill Pembahasan
Bab ini akan membahas pertanyaan-pertanyaan dalam kajian reformulasi
strategi penangkalan indonesia dalam menghadapi tindakan koersif Cina di
Laut Natuna Utara berdasarkan teori-teori beserta kerangka konseptual
yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya, sehingga diperoleh faktor
penyebab masalah dan solusinya.
4) Bab IV Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir dalam Taskap yang berisi simpulan
dari uraian penulisan, serta beberapa rekomendasi yang diajukan untuk
dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil
kebijakan reformulasi strategi penangkalan indonesia dalam menghadapi
tindakan koersif Cina di Laut Natuna Utara.

Metode dan Pendekatan
a. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan Taskap ini adalah
metode atau pendekatan kualitatif. Proses pengumpulan data (data
collection) akan dilakukan dengan mekanisme desk research atau studi
kepustakaan, yakni pengumpulan data dari sumber-sumber sekunder berupa
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buku akademik terkait, jurnal-jurnal penelitian yang kredibel, majalah dan
surat kabar terpercaya, hasil seminar, dokumen presentasi, serta berbagai
peraturan perundang-undangan terkait, baik yang diakses secara daring
maupun secara luring.
b. Pendekatan

Penulisan Taskap ini menggunakan pendekatan atau studi hubungan
internasional yang diperkuat dengan perspektif ketahanan nasional.
Pendekatan hubungan internasional dan ketahanan nasional tersebut
selanjutnya dielaborasi secara mendalam dengan menggunakan kerangka-
kerangka teoretis terkait dan relevan, seperti teori strategi wilayah abu-abu,

teori penangkalan, serta teori perumusan strategi.

Pengertian-Pengertian
Untuk menghindari perbedaan penafsiran dan agar dapat lebih menyatukan

persepsi pada pembahasan selanjutnya, maka dalam Taskap ini digunakan

beberapa pengertian sebagai berikut:

a. Strategi penangkalan (Deterrence Strategy).

Didefinisikan sebagai tindakan-tindakan untuk mencegah atau
menghentikan pihak lain dari tindakan-tindakan yang tidak diinginkan pihak
sendir®. Strategi penangkalan berbeda dengan penggunaan kekuatan
militer secara langsung, karena penangkalan bertujuan agar negara lain
tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Strategi
penangkalan cenderung berbasis pendekatan militer dengan memunculkan
efek penggentar kepada negara lain melalui gelar pasukan, patroli
angkatan udara, kehadiran kapal-kapal militer di wilayah perairan dan
perbatasan, serta pelaksanaan latihan militer dalam rangka unjuk kekuatan
militer.

b. Tindakan koersif (Coercion)

Didefinisikan sebagai ancaman atau penggunaan tindakan-tindakan
menghukum terhadap negara, kelompok, atau individu dengan tujuan untuk
memaksa mereka melakukan suatu tindakan atau menghentikan tindakan

°  Mazarr, M. 2018. “Understanding Deterrence”.
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yang sedang dilakukan®. Tindakan koersif pada dasarnya merupakan
bentuk diplomasi yang dilakukan secara keras, disebut juga sebagai
diplomasi koersif. Dalam diplomasi koersif, suatu negara yang memiliki
kepentingan nasional tertentu terhadap negara lainnya cenderung
menempuh penggunaan kekerasan dan ancaman, serta penggunaan
kekuatan militer secara terbatas untuk memaksa negara lainnya mengubah
perilakunya, dalam hal ini pilihan kebijakan yang telah dilakukan.

c. Strategi Wilayah Abu-Abu (Grey Zone Strategy)

Dimaknai sebagai upaya atau serangkaian upaya yang melampaui
penangkalan bersifat tetap dan jaminan-jaminan yang bertujuan untuk
mencapai sasaran-sasaran bidang keamanan tanpa menggunakan secara
langsung kekuatan dalam jumlah besar, dengan demikian menghindari
batas tertentu yang akan memicu perang’.

d. Kepentingan Nasional (National Interest)

Menurut Kalevi Jaakko Holsti, kepentingan nasional secara minimum
meliputi aspek keutuhan teritorial suatu bangsa/negara, serta kemerdekaan
dan kelangsungan hidup bangsa dan negara tersebut. Sedangkan Hans J.
Morgenthau memaknai kepentingan nasional dalam relasinya dengan
kekuasaan (power). Kekuasaan merupakan instrumen utama untuk
mencapai kepentingan nasional tersebut®,

e. Kedaulatan (Sovereignty)

Dimaknai sebagai kekuasaan tertinggi, mutlak, dan tidak
dikendalikan yang dimiliki suatu negara merdeka untuk memerintah dan
sumber dari semua kekuasaaan politik negara; kebebasan suatu negara
yang mengandung hak dan kekuasaan untuk mengatur urusan internal

tanpa campur tangan dari luar negara®.
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